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KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 18

TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang
Penetapan dan Pengangkatan KPPS pada Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN Rl Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN Rl Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
LN RI Nomor 6547);

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN Rl Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN Rl Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN Rl
Nomor 6863);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN
Rl Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN Rl Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN Rl Tahun 2022 Nomor 1116);

- Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan
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Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan
Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, PPS, dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan MK Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 18 TAHUN 2025 diatur
tentang: Penetapkan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2025.
- Lamp:3 him-.
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